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T Nomor 41, Tambahan e K Ir m_' ‘Nomor
4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2905 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670),

9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengabh,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor

73, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5105) sebagaimana telah 1
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Yahun 2010 tentang |

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang J
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara |
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar,

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan,

13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumdang

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pada Perangkat Daerah.

Memperhatikan : a. Akta Notaris Nomor 07 tanggal 08 NOVEMBER 2016 dan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-0042812.AH.01.04 Tanggal 01 JULI 2019.

b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sumedang Nomor : 421.10/Kep.652/Dikbud Tanggal 24 Maret 2015
tentang SK Ijin Operasional Lama dan Surat ijin pendirian dan
YAYASAN  WAHANA BAKTI TOMO  Nomor
03/WBT/SK/VII/2019 tentang Surat Keterangan ljin Pendirian dan
gglgelenggaman KB Al Fitriah yang berdiri pada tanggal 01 JULI

¢. Surat Permohonan dari KB Al Fitniah untuk pengajuan SK Ijin
Operasional yang baru dengan Nomor : 443/10/KB ALF/V/2019
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